PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 'TAHUN"éélé S

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur 'Nbﬁibf”é"l‘éhﬁﬁ;;j_ e

Mengingat

GUBERNUR K NTAN BAJ .

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR " &£ ’I‘AHUN 2021 ;

TENTANG

TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

2019 telah ditetapkan - Penerima,  Pemberian = dan
Pembayaran Insentif = Pemungutan ' Pajak Daerah_.'_-_
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan- Qubernur.
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahaﬂ Atas Peraturan
Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 - tentang Penerima

Pemberian dan Pembayaran Insentzf Pagak Daerah

b. bahwa Peraturan Gubernur sebagajmana dﬁnaksud dalam
huruf a perlu disesuaikan dengan kondisi saat
sehingga perlu dilakukan penyesualan dan pembahan

c. bahwa berdasarkan pertxmbaﬁgan sebagazmana dzmaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkem Pera.turan
Gubernur tentang Perubahan ‘Kedua Atas Peraturan -
Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima; .
Pemberian dan Pembayaran Insentlf Pemungutan Pa}akﬁ:.
Daerah; _ . i

1. Pasal 18 ayat (6) Unc{ang~Unc}ang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945 .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun ]956 tentang}
Pembentukan  Daerah-Daerah - Otonom ~Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan’’ Kahmantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indc;nesza Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembal,an Ncgara Repubhk
Indonesia Nomor 1106); _

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangem-:ﬁ
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan ~Lembaran -'._Negaraf'if_'__iﬁRep'u-bi_ik
Indonesia Nomor 4286); - e

4. Undang-Undang = Nomor 1 ’I‘ahun 2004 tentang:_;_--
Perbendaharaan Negara = (Lembaran Negara Repubhk-_ .
Indonesia Tahun 2004 Nomor . 5, Tambahan Lembaran‘:_-'{
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) SR
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10.

11.

12.

Undang*Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentad‘l% e

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); |

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun -2(510_' ‘tentang Pajak
Daerah - (Lembaran Daerah ' Provinsi Kalimantan Barat .
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Nomor :8) sebagaimana telah a

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan .Daerah Nomor 8 gat :
Tahun 2010 tentang. Pajak. Daerah- (Lembaran Daerah . - -
Provinsi ~Kalimantan . Barat . Tahun 2012 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat .~ =
Nomor 2); R . e
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13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 9}; :

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 121 Tahun
2019 tentang Tenaga Kontrak (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 121) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tenaga Kontrak (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor
130};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH,

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima,
Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 19,
sehingga berbunyi sebagai berikut : '

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Waldl Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat..

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.,
Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat .
Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat. ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Hulum _yang membantuz-{
pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan: Retmbuﬁsi Daerah yaﬁ?u:' s
Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea IR R
Balik Nama Kendaraan Bermotor. L
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak,  adalah konmbusa Wajlb' P O
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang. bermfa‘tf; FET e
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapaﬂ{anr__'_f--
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bag;tf‘_'
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. : S REn e
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dari: penghlmpunanf fat
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, f
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasanﬁ':-"-_j'-'- e
penyetoran. R
Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insenuf adalah:
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghaigaan atas kmerj;a'};.'_f e
tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak S S
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ya.ng seianjutnya dlsmgkat APBDf_"_ £

.....

Barat.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dasmgkat PKB adalah Pajakgi

atas Kepemilikan dan/atau pengliasaan kendaraan’ bermotar . S
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang seianjutnya d1smgkat BBNKB
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebaga.l_aklbat'
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepibak atau keadaan yang -t jadi
karena jual beli, tukar menukar, hibah, Wansan atau pemasukan ke dalam
badan usaha. : : e

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaxig selanjutﬂya dismgkat PBBKB;?: :
adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor : i
Pajak Air Permukaan yang selanjutnya dzsmgkat PA? adalah pajak atas;_ S
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan JENE S
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dlpungut olehig.f-:-
Pemerintah. i
Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah pegawal non Pegawai Negerl
Sipil dan non pegawai pemerintah dengan petjanjian kerja yang d1kontrak
oleh Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertenm yang bekefja.
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kahrnantan Barat c '

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (Satu) humf baru yakm huruf e, '-
sehingga berbunyi sebagai berikut : . _ s

(1) Insentif diberikan kepada Badan dan Plhak Lam yangmemban‘tu
pelaksanaan pemungutan pajak daerah. SRR R
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .-Sec"a’:ﬁ*ai . pr()porsmnal
dibayarkan kepada : ' S
a. Pejabat dan Pegawai pada Badan Pendapatan Déé‘raﬁ. Provmm
Kalimantan Barat; EUE

b. Gubernur dan Wakil Gubernur sepagai’ penanggun’awa‘b pengeloiaan?ff
keuangan daerah; : s

¢. Sekretaris Daerah selaku koordinator’ pengelolaan keuangan daerah

d. Pihak Lain yang membantu Badan dalam pelaksanaan 1:3emung.._{l.u:eurzi i
Pajak Daerah; A o
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3. Ketentuan Pasal 7 di‘ta:fnbahkan 1 '(satu) '_:&yaf: yakm _ayéti (5},seh1ngga
berbunyi sebagai berikut : R Bt AR Bt

(1)

(4)

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dzundangk: m e

Agar setiap orang mengetahumya mernermtahkan pengundangat
Gubernur ini dengan pencmpatannya daiam Berzta Daerah Provms1

Barat, e
) . Dlietapkan d1 POII‘E:I
S pada tanggaji :
C§ GUBERNUR KALIM
{sutARMIDIT
Diundangkan di Pontianak el et

pada tanggal ¢ | i ..

SEKRETARIS DAERAH _
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI
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e. Tenaga Kontrak yang bekerja pacia Badan Pendapatan Daerah Provms1 |
Kalimantan Barat. 5 : i

.'Pfasail 7

Besaran insentif yang dlbayarkan kepada pejabat dan pegaw 'j_pada
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditet apkan.
perbulan paling banyak 7 (tujuh} kah ga31 pokok dan mnjangan-yang"
melekat. :

Besaran insentif yang dibayarkan kepada Gubemur dan Wakzi Gu mur;;_,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 - ayat (2) humf b dxtetapkan
perbulan paling banyak 7 (tujuh) kah gap pokok dan mnjangan yang
melekat. _ g

Besaran insentif yang d1bayarkan : kepada reta Daere
sebagaimana dimaksud dfdam Pasal- 3' ayat (2) hu’fﬁf ¢ -ditetapkan
perbulan paling banyak 7 (tujuh) Kkali ga;x pokok da.n tunja,ng_'
melekat. ;

Besaran insentif yang d1bayarkan kepada plhak n.
d;maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d denga;l__-_ et

sebesar 8% (delapan persen) darl 3% (mga persen) msén‘tif pemungutan
PKB dan Pemungutan BBNKB : R

dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e d1tetapkan sef'ar'
Pasal i :

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR




